
SAUNAN

BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR I 0*^ TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA 

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk mewujudkan organisasi Sekretariat 

Daerah yang lebih proporsional, efektif, dan efisien 

guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas 

Sekretariat Daerah, perlu menata kembali 

organisasi dan tata keija Sekretariat Daerah;

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 

tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 

Birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Keija Sekretariat 

Daerah Kabupaten Boyolali;

c. bahwa.
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(3) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Bina Mental Spiritual 
sebagaimana dimeiksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a angka 2 huruf 
a) sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan di bidang bina mental spiritual 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang bina mental spiritual 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan 
data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis;
menyelia pelaksanaan tugas di bidang bina mental spiritual 
berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;
menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana 
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan 
dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan 
pendidikan keagamaan;
menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan 
agama dan pendidikan keagamaan;
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di 
bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan 

pendidikan keagamaan;
menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang 
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan 

keagamaan;
menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan 
perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan 

keagamaan;
menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman 
pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat 

beragama;
melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan keija 
sama an tar lembaga keagamaan dan kerukunan umat 

beragama;
menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan 
serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program 
pembinaan umat beragama dan keija sama an tar lembaga 

keagamaan;
m. melakukan ....

c.

d.

e.

f.

g-

h.

1.

J-

k.

1.
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m.

n.

o.

P-

q-

r.

s.

t.

u.

V.

w.

melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat 
koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta 
keija sama antar lembaga keagamaan;
memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan 
kerukunan umat beragama dan aliran serta keija sama antar 
lembaga keagamaan;
memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah 
antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum 
kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup 
antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
melakukan koordinasi keija sama sosial kemasyarakatan dan 
konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus 
kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran 
kepercayaan;
melaksanakan pelayanan administrasi urusan dan keagamaan 
dalam rangka tertib administrasi daerah dan peningkatan 
pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik;
melaksanakan penyusunan laporan keuangan pada bagian 

kesejahteraan rakyat;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan Daerah 
bidang lembaga dan kerukunan keagamaan, evaluasi 
pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran 
kepercayaan dan evaluasi kineija di bidang bina mental 
spiritual sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;
memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada 
atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian 
dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas 
di Subbagian Bina Mental Spiritual beijalan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;
menyusun laporan di bidang bina mental spiritual berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
dalam rangka mendukung kineija organisasi.

(4) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a angka 2 huruf 

b) sebagai berikut:
a. menyusun
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d.

e.

f.

g-

h.

1.

J-

k.

1.

m.

n.

menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, 
perkebunan, ketahanan pangan, petemakan, perikanan, energi 
sumber daya mineral dan Ungkungan hidup, koperasi, 
ketenagakeijaan, transmigrasi sesuai prosedur yang berlaku 
agar dapat menyajikan data yang akurat;
menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian, 
perkebunan, ketahanan pangan, petemakan, perikanan, 
sumber daya alam dan lingkungan hidup, koperasi, 
ketenagakeijaan, transmigrasi;
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap 
pelaksanaan kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan 
pangan, petemakan, perikanan, sumber daya alam dan 
lingkungan hidup, koperasi, ketenagakeijaan, transmigrasi;
menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan 
pedoman umum kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan 
pangan, petemakan, perikanan, sumber daya alam dan 
lingkungan hidup, koperasi, ketenagakeijaan, transmigrasi;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di 
bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, petemakan, 
perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, koperasi, 
ketenagakeijaan, transmigrasi;
memfasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, 
dan ketahanan pangan, petemakan, perikanan, dan 
lingkungan hidup, koperasi, ketenagakeijaan, transmigrasi;
memfasilitasi kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, dan 
ketahanan pangan, petemakan, perikanan, dan lingkungan 
hidup, koperasi, ketenagakeijaan, transmigrasi;
menginventarisasi permasalahan dan menyusun altematif 
penyelesaiannya yang berhubungan dengan bidang pertanian, 
perkebunan, ketahanan pangan, petemakan, perikanan, energi 
sumber daya mineral dan lingkungan hidup koperasi, 
ketenagakeijaan, transmigrasi berdasarkan ketentuan yang 
berlaku agar permasalahan tidak berkembang lebih luas;
melaksanakan kesekretariatan dana bagi hasil cukai hasil 
tembakau Kabupaten Boyolali;
melaksanakan kesekretariatan dewan kerajinan Nasional 
Daerah Kabupaten Boyolali sesuai ketentuan yang berlaku agar 
dapat menunjang pelaksanaan tugas Tim;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan kineija di bidang pertanian, perkebunan, 
ketahanan pangan, petemakan, perikanan, sumber daya alam 
dan lingkungan hidup, koperasi, ketenagakeijaan, transmigrasi 
sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 
internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

o. memberikan ....
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memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada 
atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian 
dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas 

di bidang sumber daya alam beijalan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan di bidang sumber daya alam berdasarkan 
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
dalam rangka mendukung kineija organisasi.

(11) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Penyusunan Program 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b angka 2 

huruf a) sebagai berikut:
a. menyusun bah an kebijakan di bidang penyusunan program 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bah an perencanaan di bidang penyusunan program 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan 
data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan 

program berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil 

optimal;
d. menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan 

program pembangunan Daerah;
e. menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan 

program pembangunan Daerah;
f. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksanaan penyusunan program pembangunan Daerah;
g. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi 

dan kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka 
penyusunan sinergitas program pembangunan Daerah;

h. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka 
penyusunan program pembangunan Daerah;

i, melaksanakan ....




















































